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JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA    
PERALIHAN KEPEMILIKAN CERTIFICATE OF 
OWNERSHIP “BPKB” (studi kasus di Kantor Direktorat 
Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan) 
 
Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Peralihan Kepemilikan 
Certificate of ownership “BPKB” (Studi Kasus di Kantor Direktorat Lalu Lintas 
Polda Sulawesi Selatan). Membahas tentang suatu perjanjian jaminan yang di 
langsungkan oleh pihak pertama selaku peminjam dan pihak kedua selaku pemberi 
pinjaman. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana perubahan 
hak kepemilikan dalam BPKB ?. (2) bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jaminan 
yang objeknya beralih?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 
perjanjian yang menyangkut dengan adanya jaminan yang akan beralih di Direktorat 
Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara yaitu penelitian empiris (empirical research) dan memperoleh data 
dengan wawancara secara langsung, telah pustaka serta dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) perubahan hak 
kepemilikan dalam BPKB di laksanakan di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda 
Sulawesi Selatan, dengan melakukan proses penyelesaian dalam peralihan 
kepemilikan atau balik nama dalam BPKB sesuai dengan aturan Perkap No.5 Tahun 
2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta pasal 55 yang 
mengatur Tentang Persayaratan Pemindahtanganan Kepemilkan Kendaraan 
Bermotor. (2) Perjanjian jaminan yang ketika objeknya akan beralih, ketika terjadi 
wanprestasi oleh pihak pertama selaku debitur, maka penguasaan atas objek jaminan 
pun akan beralih menjadi milik pihak kedua selaku kreditur sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakati. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pembuat undang-undang 
memuat pengertian khusus mengenai peralihan certificate of ownership yang dimuat 
dalam perundang-undangan agar dapat menjamin kepastian hukum pihak yang 
melakukan perjanjian jaminan yang akhirnya berpindah tangan kepihak selanjutnya 





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk monodualistik yaitu manusia selain sebagai 
makhluk individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, 
namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. 
Menurut Aristoteles (Yunani, 384-322 SM), bahwa manusia itu adalah Zoon 
Politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin 
bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau dengan kata lain 
manusia merupakan mahluk yang suka bermasyarakat, karena sifatnya suka bergaul 
satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. 
Zaman sekarang baik dikota maupun didesa manusia takkan bisa lepas dengan 
namanya alat transportasi, baik alat transportasi moderen maupun yang masih 
tradisional. Dulu hewan merupakan alat transportasi dalam melancarkan segala 
urusan. Bahkan Nabi Muhammad saw pun menggunakan seekor keledai dan 
menungganginya dalam perjalananya dan binatang pun dapat dimanfaatkan 
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ل َ بمِيََۡ  تب لَ  هوُب
 كََ  ة  نيب ز  وََۡخ  ي  وَُُقلََ
 مََ
 




“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu  
menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa    
yang kamu tidak mengetahuinya”1 
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Ayat di atas menjelaksan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai ciptaanya 
yang tentu bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia. Kuda, begal dan 
keledai di zaman Nabi dahulu dijadikan sebuah alat transportasi yang di tungganginya 
untuk melewati jalan yang panjang untuk menuju tujuannya dalam berdagang dan 
menyiarkan ajaran agama Islam. 
Binatang yang dimanfaatkan tenanganya merupakan hal yang wajar di masa 
dulu, bahkan seekor kuda mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan 
manusia untuk menjalani sebuah perjalan panjang dengan mengangkut barang 
muatan. Maka dari itu dikatakanlah dulu binatang seperti itu dijadikan alat 
trasnportasi. 
Sebuah kendaraan tentu mempunyai suatu bukti kepemilikan yang dikenal 
dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Certificate Of Ownership 
atau BPKB adalah buku yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polda 
sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai Surat Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor. BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi 
kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri dan berisi identitias 
ranmor dan kepemilikan, yang berlaku selama ramnor tidak dipidahtangankan. BPKB 
berlaku sampai dengan ganti pemilik ranmor, apabila ranmor ganti pemilik maka 
BPKB diganti dengan yang baru, BPKB tidak perlu dibawa saat berkendaraan 
bermotor. 
Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) buku yang dikeluarkan atau 
diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor 






BPKB mempunyai nilai yuridis artinya BPKB sebagai bukti kepemilikan 
kendaraan bermotor yang sah. BPKB juga mempunyai nilai ekonomis artinya dapat 
dijadikan agunan/ jaminan pada saat transaksi keuangan. 
Adapun kalanya buku BPKB atau biasa awam menyebutkannya buku hitam. 
BPKB juga bisa dijadikan barang jaminan pembiayaan suatu perjanjian tentu akan 
menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian, namun 
apabila dikemudian hari terjadi pengalihan hak atas BPKB dimaksud tentu akan 
mengakibatkan perubahan terhadap perjanjian jaminan yang sudah ada. 
Pengalihan hak atas benda jaminan bukanlah hal yang dilarang dalam 
Undang-undang. Pengalihan hak tersebut harus dilakukan melalui prosedur-prosedur 
dan mekanisme yang ditetapkan dalam hukum. 
Pemberian jaminan pada saat transaksi keuangan juga dibenarkan dalam 
ajaran Islam. Hal ini dibuktikan ketika Rasullah SAW membeli makanan (gandum) 
dari seorang yahudi dengan menjaminkan baju besinya. 
Dimana dalam Hadist Riwayat Bukhari : 
 َلِا ٍّّيِدْوُه َي ْنِماًماََعط ىَر َتْشِا َمَّلَسَو ِوَْيلَع ُالله ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَا اَه ْ نَع ُالله َيِضَر ًةَشِئ اَع ْنَع 




Dari Aisyah, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw membeli bahan pangan 
dengan menghutang sampai waktu kepada kaum yahudi yang ditentukan 
dengan jaminan baju besinya.(Hadist Riwayat Bukhari). 
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Abu Abdullah Muhammad bin Ismalik bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardiuzbah al- 
Ju‟fi al-Bukhari, Kitab Musnad Ahmad Makhirjan. Juz 10 no.1962 (Bab Musnad Abi Huraira Radhiya 





Kisah ini mencontohkan ketika ingin menjaminkan suatu barang itu, bisa 
dilakukan tentunya dengan memenuhi syarat dimana ada barang dibutuhkan sebagai 
alasan dijaminkannya suatu barang. 
Sedangkan dalam kehidupan ini banyak ditemukan masyarakat melakukan 
suatu kegiatan perjanjian jaminan untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya misalnya 
dengan melakukan perjanjian utang piutang, menjaminkan suatu barang yang bernilai 
seperti BPKB. Dimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang menjelaskan : 
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 
begerak baik sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi 
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. 
 
Suatu kenyataan perjanjian juga sangat ditinggikan dalam kehidupan 
keislaman untuk meyakinkan baik secara lisan maupun tulisan dan itu diajarkan juga 
oleh Rasulullah dan bahkan dibenarkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang 
Hukum Perdata yang menjelaskan : 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”3 
 
Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji  dan 
untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi 
dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap upaya peralihan kepemilikan  
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 Republik Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, 





B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus pada penelitian ini adalah pada upaya peralihan certificate/sertifikat 
dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih 
dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang 
terdapat dalam skripsi ini. 
Kata “Peralihan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti beralih/ 
berubah/ pindah dalam suatu kepemilikan memindahkan suatu nama,dsb). 
Kata “sertifikat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanda atau 
surat keterangan (pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang 
dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian,dsb). 
Kata “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 
hal.
4
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan 
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 
bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kata perjanjian ini 
sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan artinya dengan janji yaitu, 
1. ucapan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak 
memberi, menolong, datang, bertemu); 2.persetujuan antara dua pihak (masing-
masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu); 3.syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi); 4. penundaan waktu (membayar 
dsb); penangguhan; 5.batas waktu (hidup); ajal. 
Kata  “Kepemilikan”  berarti kekuasan yang didukung secara sosial untuk 
memengang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan 
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menggunakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, 
baik pribadi/publik.        
 Kata “Jaminan” berarti yang dijadikan tanggungan terhadap setiap 
kewajiban.Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah 
peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang 
debitur. Ringkasannya adalah yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah perubahan hak kepemilikan dalam BPKB ? 
2. Bagaimankah pelaksanaan perjanjian jaminan dalam objek yang akan beralih 
? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang 
dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur 
yang didalamnya membahas tentang upaya peralihan certificate BPKB adalah sebagai 
berikut: Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Peralihan 
Kepemilikan “Certificate Of Ownership” (BPKB) di Kantor Direktorat Lalu Lintas 
Polda Sulawesi Selatan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya yang 





sebuah surat kepemilikan kendaraan dimana 
5
sebuah jaminan dalam perspektif 
hukum yaitu mengatur hubungan hukum antara si pemberi jaminan (debiture) dan 
penerima jaminan  sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan 
jaminan (benda atau orang tertentu). 
Friedi Husni hasbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat 
dibagi dalam dua golongan : Benda bergerak karena sifatnya yaitu, benda-benda yang 
dapat berpindah atau dapat di pindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, 
meja, kursi dan lain-lain (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) termasuk 
juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan dan tempat-
tempat pemandian yang dipasang perahu dan sebagainya (Pasal 510 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 
511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) misalnya : Hak pakai dan hak pakai atas 
benda-benda bergerak; Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; Penagihan-




Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian dimana dalam buku ini membahas 
masalah Hukum Perjanjian yang meliputi; hubungan antara perikatan dan perjanjian, 
bermacam-macam perikatan, sistem terbuka dan asas konsensualisme dalam hukum 
perjanjian, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, batal dan pembatalan suatu 
perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, personalia dalam suatu perjanjian, 
pelaksanaan suatu perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, pembelaan si debitur 
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Usman Rahcmadi, Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1. 
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Fakultas Hukum Nasional Gadjah Mada,(Yogyakarta: keputusan seminar hukum jaminan 





yang dituduh lalai, resiko, cara-cara hapusnya suatu perikatan, jual beli dan yang 
terakhir sewa menyewa.  
Ahmadi Miru, dkk dalam bukunya Hukum Perikatan yang khusus membahas 
mengenai Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW yang 
meliputi perikatan-perikatan pada umumnya, perikatan-perikatan yang dilahirkan dari 
kontrak atau perjanjian, perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, 
serta hapusnya perikatan. 
Marilang, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan. Beliau 
memberikan gambaran perikatan yang lahir dari perjanjian. Kemudian membahas 
tentang pengaturan dan sumber perikatan, macam-macam perikatan, perikatan dan 
akibat hukumnya, hukum perjanjian, unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian, teori 
tentang saat lahirnya perjanjian, daya kerja hukum perjanjian. Lebih lanjut pula 
mengenai cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan, batal dan pembatalan 
perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. 
Satrio, Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian Perdata. Bahwa suatu 
perjanjian juga di namakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan 
sesuatu, bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. 
Sedangkan istilah kontrak lebih sempit karena ditunjukan kepada perjanjian atau 
persetujuan yang tertulis. 
Thohir Aruf, dalam bukunya Gadai. Menjaminkan/Gadai adalah akad yang 
mengandung unsur ibadah sunnah yang memerlukan qabul sehingga akad gadai tidak 
akan mengikat, kecuali diadakannya serah terima sama seperti hibah dan akad pinjam 
meminjam utang, Kegunaan gadai ialah memberi kewenangan kepada penggadai 





penggadai. Apabila penggadai menolak melakukannya, yakni tuntutan penggadai 
untuk menjual barang gadaian, hakim segera menetapkan keputusan membayar 
hutang atau menjual barang gadaian. 
Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan 
Hukum Jaminan. Beliau mengemukakan bahwa benda yang digadaikan harus 
diserahkan oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata). Untuk peralihan benda bergerak yang tidak berwujud harus memenuhi 
syarat-syarat peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan untuk 
benda bergerak yang berwujud, maka untuk memenuhi syarat penyerahan benda dari 
debitur kepada kreditur diatur dalam pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, yaitu dengan penyerahan nyata atas benda tersebut. 
J.Satrio, dalam bukunya Hukum jaminan, Hak jaminan, kebendaan , Hak 
tanggungan gadai, Perjanjian dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu 
kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian 
utang piutang dan karenanya dikatakan, perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian 
pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir ,Pada prinsipnya 
(barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. 
Mariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya tentang Credietverband, Gadai 
dan Fidusia mengemukakan bahwa Lembaga jaminan gadai saat ini masih banyak 
dipergunakan di dalam praktek. Kedudukan pemegang jaminan gadai di sini lebih 
kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. 
Dalam hal ini J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra 





sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan 
pemberi gadai. 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya Hukum Jaminan Indonesia 
Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan, menerangkan “Pledge or pawn : pand” 
ialah lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya 
tertuju pada benda bergerak.” Pledge adalah “merupakan suatu jaminan benda dengan 
cara penguasaan dan penyimpanan benda tersebut untuk kepentingan pembayaran 
suatu hutang atau tercapainya beberapa prestasi tertentu”. 
Herlien Budiono, dalam bukunya Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan 
Penerapannya di Bidang Kenotariatan membahas tentang unsur-unsur perjanjian, 
jenis perjanjian berdasar pada sifat dan akibat hukumnya, asas-asas perjanjian, 
pembagian perjanjian obligator, bagian dari perjanjian, syarat sahnya perjanjian, 
penafsiran perjanjian, penambahan isi perjanjian, daya kerja suatu perjanjian, 
beberapa sebab hapusnya perikatan dan cessie dan terakhir hak kreditur terhadap 
debitur yang tidak melakukan kewajibannya. 
Salim H.S, dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) beliau 
mengemukakan bahwa Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan 
penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Hak 
penerima Gadai adalah: 1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai 
dengan waktu yang ditentukan; 2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak 
memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah di lakukan peringatan 
untuk pemenuhan janjinya. 
Rachmadi Usman dalam bukunya Beberapa Aspek Hukum Mengenai Gadai, 





bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak 
digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara 
fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. 
Sedangkan gadai atas kebendaan bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya 
dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban 
melaksanakannya dan juga dapat menuntut supaya ada bukti yang tertulis dari 
pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai. 
Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata: Hak-
Hak Yang Memberi Jaminan, beliau mengemukakan bahwa hak kebendaan, hak 
gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan 
siapapun berada. Penerimaan gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-
barang yang digadaikan itu ditentukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pasal 1152 
ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum  Perdata ini mencerminkan sifat droit de suite, 
karena hak gadai terus mengikuti bendanya ditangan siapapun. Demikian juga 
didalamnya terkandung hak menggugat karena penerima gadai berhak menutut 
kembali barang yang hilang tersebut. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui kekuatan hukum bagi si pemberi pinjaman. 







2. Kegunaan Penelitian 
Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, 
yang berhubungan dengan hukum perjanjian , hukum jaminan,serta peralihan atas hak 
milik. 
b. Kegunaan Praktis 
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat 
untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada 
relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan 







A. Tinjauan Tentang Pengertian Certificate Of Ownership, Benda, jenis-
jenis golongan benda dan pengertian perjanjian 
 Kata “Certicate/sertifikat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 
tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang 
berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu 
kejadian,dsb). Perubahan pengalihan certificate dapat dilakukan dengan melalui 
mekanisme, ketentuan hukum yang berkaitan dan  tentu melalui prosuder-
prosedur dan mekanisme-mekanisme dalam perubahan data oleh para pihak yang 
telah ditetapkan hukum yaitu : 
1. Permohonan/pemilik mengajukan permohonan. 
2. Setelah menerima permohonan,petugas kelompok kerja identifikasi dan 
vertifikasi melakukan : 
a) Penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, asal-usul ranmor, 
kelayakan ranmor dan atau kepemilikan ranmor. 
b) Pengecekan keabsahan dokumen persyaratan melalui 
intansi/lembaga yang mengeluarkan dokumen ranmor. 
c) Pencocokan hasil pemeriksaan cek fisik dengan berkas. 
d) Pengecekan kesesuaian antar dokumen asal-usul kelayakan dan 
kepemilikan ranmor. 
Dalam bentuk kepemilikan BPKB ini termasuk dalam golongan benda-





Hukum Perdata dimana benda yang tergolong terbagi atas jaminan bergerak dan 
jaminan hipotek. 
Pengertian benda menurut KBBI adalah suatu kata yang dalam 
penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal‟objek‟, 
materi,‟zat‟ dan „barang‟. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 
“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap- 
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dua istilah yaitu 
benda (zaak) dan barang (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda 
baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak 
ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek 
hukum.
1
 Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas, yaitu segala 
sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi 
milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.
2
  
 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda itu dapat 
dibedakan sebagai berikut : 
1. Benda berwujud dan tidak berwujud-lilhamelijk, onlichamelijk. 
2. Benda bergerak dan tidak bergerak. 
3. Benda yang dapat dipakai habis/ verbruikbaar dan benda yang 
tidak dapat dipakai habis/ onverbruikbaar. 
4. Benda yang sudah ada/ tegenwoordige zaken dan benda yang 
masih akan ada/ toekkomstige zaken. 
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a) Yang absolut ialah barang-barang yang ada pada suatu saat 
sama sekali belum ada, misalnya : hasil panen yang akan 
datang. 
b) Yang relatif ialah barang-barang yang pada saat itu sudah 
ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya 
barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan. 
5. Benda dalam perdagangan/ zaken in de handel dan benda di luar 
perdagangan/ zaken buiten de handel. 
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 
Benda bergerak dapat dibagi menajdi dua, yaitu
3
 : 
1. Benda bergerak karena sifatnya/ Pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata : 
a. Benda bergerak karena sifatnya sendiri menggolongkan ke dalam golongan 
itu. Yang termasuk benda bergerak karena sifatnya sendiri menggolongkan ke 
dalam golongan itu ialah segala barang yang dapat di pindahkan dari tempat 
satu ke tempat yang lainnya. Misalnya mobil, meja dan buku. Kecuali benda-
benda yang sifatnya bergerak termasuk golongan benda yang tidak bergerak. 
b. Benda bergerak karena Undang-undang menggolongkannya ke dalam 
golongan itu. Yang termasuk dalam golongan benda yang bergerak karena 
Undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu ialah segala hak 
atas benda yang bergerak. Misalnya hak piutang dan hak gadai. 
2. Benda bergerak dapat di bedakan menjadi : 
a. Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan. 
b. Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang ,yaitu hak atas benda 
misalnya saham PT. 
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c. Barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dipakai habis. 
d. Barang-barang yang sudah ada dan yang masih ada. 
Benda berwujud atau benda bertubuh adalah Benda yang berwujud 
kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan penyerahan diraba dengan tangan. 
kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang 
(atau secara) nyata dari tangan ke tangan. 
Yang termasuk benda berwujud yang tidak bergerak : 
a. Tumbuh dan timbul dari tanah sendiri, seperti buah-buahan yang berasal dari 
pohon. 
b. Hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang,seperti telur, susu, sapi. 
c. Hasil binatang-binatang yang melahirkan, pekerjaan manusia yang diperoleh 
karena penanaman di atasnya, seperti ubi-ubian,wortel,atau kacang tanah. 
Yang termasuk benda berwujud yang bergerak contohnya seperti : 
a. Kendaraan transportasi (motor,mobil,sepeda dan lain-lain) 
b. Kendaraan sarana pengangkutan (truk,bis dan lain-lain) 
c. Kendaraan alat berat. 
Benda bergerak karena ketentuan Undang-undang ( Pasal 511 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata) misalnya : 
a. Hak pakai dan hak pakai atas benda-benda bergerak; 
b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;  
c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang; 
d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain. 
Benda yang tidak bergerak (“onroerend”) pertama sifatnya, kedua tujuan 
pemakaiannya dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh Undang-





segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung kerena pembuat alam 
atau perbuatan manusia,digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah ini. 
Adapun juga teori mengenai penguasaan benda bergerak dimana menurut 
ketentuan Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang 
tidak atas tunjuk (aan toonder), maka siapa yang menguasainya dianggap 
sebagai pemiliknya”.  
Adapun hak-hak atas kebendaan, yaitu
4
 : 
Hak Perdata itu dibagi dua, yaitu : 
1. Hak Mutlak/ hak absolut teridiri atas : 
a. Hak kepribadian misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, 
kemerdekaan. 
b. Hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena 
adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. 
c. Hak mutlak atas sesuatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan. 
2. Hak relatif  yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/ penagihan 
terhadap seseorang dan hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang 
tertentu saja. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di 
mana hak itu memberikan kekeuasaan langsung atas benda tersebut dan 
dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 
 
B. Tinjauan Tentang Sertifikat, Jaminan, Perjanjian jaminan, jaminan 
fidusia 
1. Pengertian Sertifikat 
Sertifikat dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda 
bukti pemengang hak atas kebendaan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak atas kebendaan bahwa menerangkan 
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seeorang itu mempunyai hak atas suatu benda.ataupun seseorang itu dalam 
kekuasaan tanggungan,seperti sertifikat Hipotek atau Krediterveband. 
2. Pengertian Jaminan 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara 
kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum 
debitur terhadap barang-barangnya.
5
 Selain itu jaminan, dikenal dengan agunan. 
Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. Agunan adalah: 
 “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 
mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
Syariah” 
Adapun jenis dari suatu Jaminan yaitu : 
Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di indonesia dan 
yang berlaku di Luar Negeri. Dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit 
tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 
1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan 
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. 
Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti 
memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat 
melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan 
tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin 
oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan 
yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 
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diselanggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977). Sri 
Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil 
(kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah : 
“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai 
ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat 
dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat 
dialihkan, Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan 
yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 
dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan 
debitur umumnya” . 
  Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum 
pada Jaminan materiil
6
, yaitu : 
1. Hak mutlak atas suatu benda; 
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; 
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun; 
4. Selalu mengikuti bendanya; dan 
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya. 
 Unsur jaminan perorangan, yaitu : 
1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 
 Jaminan kebendaan dapat di golongkan menjadi 5 macam, yaitu : 
1. gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata; 
2. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata; 
3. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana 
telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; 
                                                     





4. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomr 4 
Tahun 1996; 
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999. 
3. Pengertian Perjanjian 
 Secara etimologi, perjanjian dalam bahasa Arab sering disebut dengan 
istilah al-mu‟ahadah (janji), al-ittifa‟ (kesepakatan) dan al-„aqdu (ikatan). Dari 
segi terminologinya, perjanjian atau akad secara umum adalah diartikan sebagai 
suatu janji setia kepada Allah swt, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia 
dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Oleh karenanya, 
kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-
masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya. 
Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Perjanjian didefinisikan sebagai berikut :  
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
7
  
Perjanjian pun sangat terikat dengan kata janji yang akan meyakinkan 
kedua belah pihak yang akan melaksanakan perjanjanjian. Perjanjian dalam 
perspektif Islam harus dipenuhi sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah 
ayat 1 : 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي ٱ َنيِ
ذ








ل ١  
        Terjemahnya:  
       “Hai Orang-orang Beriman! Penuhilah aqad-aqad itu... ”8. 
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 Ayat ini memerintahkan manusia untuk memenuhi aqad atau perjanjian 
yang mereka lakukan. Aqad atau perjanjian dalam hal mencakup janji prasetia 
hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dengan manusia lainnya 
dalam pergaulan sesamanya. 
Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita 
semua, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan, antara sekurangnya dua 
orang (jadi dapat lebih dari dua orang), perbuatan tersebut melahirkan perikatan 
diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa 
perjanjian tidak sama dengan persetujuan
9
. Perjanjian merupakan terjemahan dari 
oveerekomst, sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari toestemming yang 
ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuain kehendak/kata sepakat). 
Perjanjian dapat pula diartikan sebagai hubungan antara seseorang yang 
bertindak sebagai pekerja/buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai 
majikan.
10
 Menurut Lukman Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika 
seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang lain itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal.
11
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten, menurutnya perjanjian adalah 
perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum 
yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atua lebih orang-orang yang 
                                                     
  9Sudikno Mertokususmo,Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,1985), 
h.97. 
  10 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),h.9. 
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ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan masing-masing 
pihak secara timbal balik.
12
 
Sementara itu Subekti, mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
13
 Dari peristiwa ini, timbullah suatu 
hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu 
berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 
yang diucapkan atau ditulis. 
Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan
14
. Menurut Lukman 
Santoso perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang 
lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
Dari berbagai definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perjanjian adalah perbuatan hukum segi dua yang mengatur hukum antar pihak 
dimana pihak yang satu berjanji memberi sesuatu dan yang lain menerima, 
dimana pihak-pihak tersebut mengikat diri dalam suatu perjanjian.  
A. Syarat sahnya perjanjian 
Berdasarkan  Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk 
sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat
15
 :  
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
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Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak. Kedua subjek yang 
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari 
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga 
dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara 
timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai 
kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. 
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang 
bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada 
jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan 
penipuan (bedrog).  Atau dengan kata lain sepakat tersebut mencangkup 
pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikat diri, tetapi juga sepakat untuk 
mendpatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak 




b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;  
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya 
orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga harus 
mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul 
atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena orang yang 
membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang 
tersebut haruslah sungguh-sungguh berhak berbuat terhadap harta kekayaannya. 
c. Suatu hal tertentu  
Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa 
yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 
perselisihan. 
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d. Suatu sebab causa yang tidak terlarang.   
Yang disebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang 
dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang 
terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi 
perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut 
pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan 
dinyatakan batal demi hokum. perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak 
semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab 
adalah dilarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban 
umum (vide Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 
4. Perjanjian obligatoir 
Perjanjian obligatoir, Menurut sistem BW, perjanjian obligatoir 
(perjanjian jual beli, tukar menukar atau hibah) belum mengakibatkan peralihan 
hak milik atas benda. Perjanjian obligatoir hanya menimbulkan kewajiban untuk 
menyerahkan benda. Setelah penyerahan itu dilakukan berubalah hak milik atas 
benda beralih.  
Menurut hukum, penyerahan ialah perbuatan hukum yang memindahkan 
hak milik. Syarat-syarat penyerahan agar suatu penyerahan sah maka berdasarkan 
Pasal 584 BW  harus memenuhi syarat,  yaitu : 
1. Penyerahan harus didasarkan atas sesuatu peristiwa perdata 
(rechstilel) untuk memindahkan hak milik. Dengan kata lain : 
penyerahan harus mempunyai sebab atau causa yang sah. 






Adapun cara-cara dalam penyerahannya dimana penyerahan benda 
bergerak sesuai  dengan ketentuan umum terdapat dalam Pasal 612 ayat 1 BW  
bahwa penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata,  artinya 
penyerahan dari tangan ke tangan. Bilamana benda dalam jumlah yang besar 
berada dalam suatu  gudang, maka penyerahan hak milik atas benda itu dapat 
dilakukan dengan penyerahan kunci (kunci) dari gudang tersebut. Penyerahan 
demikian dinamakan penyerahan simbolik (traditio symbolica). 
5. Perjanjian Jaminan   
Perjanjian Jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian 
pendahuluan atau pokok-pokok pendahuluannya, karena perjanjian jaminan 
merupakan asesor (accessoir), tambahan atau ikutan. Perjanjian jaminan sebagai 
perjanjian asesor juga terlihat dalam ketentuan perjanjian jaminan di Inggris dan 
Amerika dalam ketentuan mortagage, yaitu selalu dikaitkan kepada perjanjian 
yang berkaitan dengan suatu pinjaman, fungsi jaminan, utamanya adalah untuk 
menjaga kepercayaan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari 
berutang. 
Perjanjian jaminan terbagi atas pembagian perjanjian karena sifatnya dan 
bentuknya :  
a. Perjanjian bersifat asesor. 
Dari hak jaminan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum 
tertentu,sebagai berikut; ada dan hapusnya perjanjian jaminan itu tergantung dan 
ditentukan oleh perjanjian pendahuluannya, jika perjanjian pendahuluannya batal, 
maka dengan sendirinya perjanjian tambahan menjadi batal; jika perjanjian 
pendahuluannya beralih atau dialihkan ,maka dengan sendirinya perjanjin 
jaminan ikut beralih; jika perjanjian pendahuluannya beralih karena cessie 





perjanjian jaminanya berakhir atau hapus,maka perjanjian pendahuluannya tidak 
dengan sendirinya berakhir atau hapus pula. 
b. Bentuk Perjanjian Jaminan. 
Perjanjian jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis 
perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan 
masyarakat pedesaan, Masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Biasanya 
mendapatkan pinjaman yang cukup menyerahkan jaminan/dokumen kepemilikan. 
Salah satu jaminan dimaksud adalah surat kepemilikan kendaraan bermotor. 
Setelah surat itu diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan oleh kreditur 
kepada debitur dan terjadilah perjanjian pembebanan jaminan. 
6.  Fidusia  
 Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu  atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tetap dalam penguaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai peraturan 
mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 
Tentang Rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga 
jaminan yang diakui Undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 
1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.  
7. Jaminan Fidusia 
Istilah jaminan fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, 
sedangkan dalam Bahasa Inggris  disebut fiduciary transfer of ownership, yang 
artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan 







Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
Tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia Adalah : 
“Pengalihan Hak Kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut 
tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. 
 Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahaan 
hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar 
kepercayaan, dengan syarat bahwa benda menjadi objeknya tetap berada di 
tangan pemberi fidusia. Dr. A Hamzah dan Senju Manulang mengartikan fidusia 
adalah : 
“Suatu cara pengeporan hak milik dari pemilikannya (debitur berdasarkan 
adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan 
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya 
dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), 
sedangkan barangya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai 
eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan 
atas nama kreditur-eigenaar”.  
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian : 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara 
teori dan praktik mengenai peralihan kepemilikan Certificate Of Ownhersip 
(BPKB) di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Dalam 
memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan telah pustaka 
serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
2. Lokasi Penelitian: 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data 
dan informasi akan dilakukan di Direktorat Lalu Lintas Polda  Makassar. Lokasi  
penelitian ini dipilih dengan pertimbangan  bahwa pengalihan kepemilikan Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hanya dapat dilakukan di Kantor 
Direktorat Lalu Lintas Polda Provinsi Sul-Sel. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.
1
 
Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini adalah : 
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1. Pendekatan Yuridis Normatif suatu penelitian yang secara deduktif 
dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara 
yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang 
ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat 
normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan 
peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Normatif adalah pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan meneelah semua Undang-undang atau 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2
 
2. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu  penelitian hukum yang menggunakan 
data primer/lapangan  sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan 
dengan data sekunder. Yang kemudian dilakukan terhadap keadaan nyata 
masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi 




3. Pendekatan Syariat yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang 
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C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti
4
 yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 
aparat, narasumber, dan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi 
ini, Data primer juga diperoleh langsung dari sumber utama
5
 
2. Data sekunder, yaitu merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi6 yakni 
data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian , literatur, 
serta peraturan-peraturan yang relevansinya dengan materi yang dibahas. 
Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta 
bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan yang telah di rumuskan
7
. 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
8
 berupa 
UU No.42 Tahun 1999 dan Pasal-pasal yang terdapat dalam BW terkait 
dengan Perjanjian 
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, 
artikel ilmiah, dan lain-lain.
9
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D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti. 
2. Wawancara,10 yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis 
dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun 
terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Aparat Kasi 
BPKB AKP H. Darwis S.E dan Hariyanti Selaku Staf Administrasi di 
kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Porvinsi Sulsel. 
3. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada obyek penelitian.
11
 Metode observasi ini, 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang peralihan kepemilikan 
certificate of ownhersip (BPKB) di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda 
Provini sulsel. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen, dan observasi. Instrument penelitian inilah yang akan menggali data 
dari sumber-sumber informasi. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun 
data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian  yang 
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan 
jalan memberikan penilaian apakah fungsi sebuah certificate dalam sebuah 
perjanjian jamianan atau sebuah jaminan fidusia untuk berpindah tangan atau atas 
nama disuatu kantor kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi 
sebagai berikut : 
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 











BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Direktorat Lalu Lintas Polda Provinsi Sulawesi Selatan 
Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan berada di Jalan 
AP.Pettarani No. 58 Kota Makassar, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, 
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya sebagai 
berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Nikel Raya; Sebelah timur berbatasan 
dengan Jalan Urip Sumiharjo; Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sultan 
Alauddin; Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Boelevard. 
Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah 
Kapolda dan dalam pelaksaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda. 
Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas meliputi Pendidikan 
Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslatas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu 
lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan 
patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Ditlantas menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut : 
 Pembinaan lalu lintas kepolisian 
 Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas 




 Pelaksanaan partisipasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 
penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas 
 Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor serta pengemudi 
 Pelaksaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan 
hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan 
raya 
 Pengamanan dan peyelamatan masyarakat pengguna jalan 
 Pengumpulan dan pengolahan data, serta peyajian informasi dan 
dokumentasi program kegiatan Ditlantas. 
Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sul-Sel merupakan Lembaga yang 
melayani masyarakat di wilayah Makassar, Gowa, Maros. Dalam penyelenggaraan 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk Bukti Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus 
pelanggaran kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. 
Perkembangan kejahatan semakin canggih dan komplek, sehingga 
mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi,  antara 
lain memalui registrasi dan identifikasi lalu lintas / pendaftaran kendaraan bermotor. 
Langkah-langkah yang harus diambil guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam  




B. Prosedur Perubahan Kepemilikan BPKB 
Dalam Peraturan Kepolisian Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Regitrasi dan 
Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 55 mengatur tentang persyaratan 
pemindahantangan kepemilikan kendaraan ranmor adalah : 
1) Pemindahantanganan kepemilikan kendaraan Ranmor terjadi karena : 
a. Jual beli  
I. Lelang sebagai konsekuensi; Pelaksanaan perjanjian; 
II. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;atau 
III.    Penghapusan ranmor milik instansi pemerintah-pemerintah daerah,  
badan usaha milik negara/daerah atau swasta. 
b. Hibah; 
c. Warisan; 
d. Penertaan ranmor sebagai modal dalam perusahan berbadan hukum; dan  
e. Penggabungan perusahaan berbadan hukum. 
2) Pemindahtanganan kepemilikan ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat terjadi di dalam satu wilayah Regident atau wilayah Regident. 
Dalam pasal 56 dimana penertiban BPKB pemindahantangan kepemilikan di 
dalam satu wilayah Regindent Ranmor sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Mengisi formulir 
b. Melampirkan tanda bukti identittas sebagimana dimaksud dalam pasal  44 
huruf b; 
c. Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan ranmor berupa: 
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I. Kuintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtangan 
karena jual beli; 
II. Risalah lelang ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena 
lelang; 
III. Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para 
ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; 
IV. Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan 
ranmor sebagai modal; 
V. Akte pembangunan bagi pemindahtanganan karena pembangunan 
perusahaan berbadan hukum;atau 
VI. Surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau 
akte notaris bagi pemindahtanganan karna warisan; 
d. BPKB; 
e. STNK;dan 
f. Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor. 
a) Pengalihan hak jual-beli, ketika seseorang akan membeli sebuah mobil bekas 
dari pihak penjual tentu harus memiliki bukti yang kuat atas benda dan 
memiliki data-data atas kepemilikan kendaraan sebelumnya, namun tiap 
tahunnya kendaraan akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Agar 
tidak meminjam Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik sebelumnya,  setiap 
kali membayar pajak, maka dilakukan Balik Nama kendaraan tersebut.  Balik 
nama juga akan melancarkan segala urusan pihak pembeli suatu waktu. 
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b) Pengalihan hak  akibat  pelelangan,  jika suatu instansi memiliki kendaraan 
yang biasanya dilelang maka kendaraan tersebut kondisinya tidak memiliki 
surat-surat atau dokumen yang lengkap. Maka akan ditempuh tahapan-tahapan 
dengan pelaksaan perjanjian; putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap; penghapusan ranmor milik instansi pemerintah-
pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah swasta. Untuk 
mendapatkan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan 
mendapatkan plat baru. 
 Kepolisian memiliki tahap persyaratan dan melewati berbagai prosedur untuk 
melanjutkan kerja para aparat kepolisian untuk melaksanakan tugas. Kepolisian 
bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan para masyarakat. Serta senantiasa 
mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat bahkan menjadi contoh untuk 
masyarakat. 
Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah tahapan-tahapan 
dalam perubahan balik nama dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dengan 
berbeda-beda kasus, ada yang hanya pengurusan buku kepemilikan kendaraan 
bemotor hanya untuk mendapatkan sebuah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor,  
adapula yang dengan penerbitan buku baru dengan nama kepemilikan yang baru. 
Wawancara dengan bapak Darwis, dengan jabatan Kasi BPKB dan dengan 
Ibu Hariyanti, selaku staf adminstrasi, mengemukakan bahwa setiap tahunnya 
pergantian nama dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor berubah-ubah 
dengan berbagai banyak permohonan. Seperti tranksaksi jual-beli, pelelangan, dan 
ada juga karena milik instansi milik negara/daerah atau swasta. Ketika melakukan 
balik nama terlebih dahulunya orang menanyakan apa-apa saja yang menjadi 
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persyaratan dan tentu saja biaya yang akan dikeluarkan ketika melakukan balik nama 
dalam buku kepemilikan kendaraan bermotor. 
 Proses Perhitungan Biaya Balik Nama Keseluruhan BPKB1 
a. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor bisa lihat di STNK dengan patokan biaya 
yang biasanya tidak berubah dari pajak tahun lalu, bahkan biayanya bisa turun 
karena seiring bertambahnya usia mobil. Lain halnya jika terkena Pajak 
Progresif. Adalah pajak yang dikenakan jika memiliki lebih dari satu buah 
kepemilikan mobil. Tarif  Pajak  Progresif nilainya akan terus mengikat sesuai 
dengan urutan pemilikan kendaraan mobil. 
b. BBN KB atau biaya balik nama kendaraan bermotor bisa dihitung dengan rumus 
perhitungannya seperti : BBN KB= (2/3xPKB). Sumbangan wajib dana 
kecelakaan lalu-lintas jalan, biayanya sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 
untuk  Motor: Rp.35.000,- dan untuk Mobil Rp.143.000,- (dan biaya bisa 
berubah sewaktu-waktu). Biaya ADM STNK atau biaya administrasi STNK juga 
telah ditentukan oleh pemerintah yaitu, untuk motor Rp.50.000,- dan untuk mobil 
Rp.75,000,-(dan biaya bisa saja berubah sewaktu-waktu). 
Biaya balik nama selain biaya pajak adalah biaya di luar pajak adalah yang 
tidak tertera di STNK, yaitu : 
1. Pemberian tip pada petugas cek fisik sebesar Rp.10,000,- (boleh 
diberikan, boleh tidak) 
2. Pengesahan hasil cek fisik sebesar Rp.30,000,- (biaya ini tanpa kwitansi) 
                                                          
  1 Wawancara dengan Hariyanti,Staf Administrasi, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi 
selatan, 3 November, 2016. 
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3. Pendaftaran balik nama STNK sebesar Rp.30,000,- untuk mobil (biaya ini 
tanpa kwitansi) 
4. Pendaftaran balik nama BPKB sebesar Rp.100,000,-untuk mobil (ada 
blanko yang dikeluarkan oleh POLDA setelah pengurusan STNK selesai 
dan saat pengurusan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
c. Perhitungan atas biaya dalam perubahan kepemilikan kendaraan bermotor 
tersebut telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 
Tentang Pemindahtanganan Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Biaya yang 
dikenakan ini termasuk biaya adminstrasi untuk memperoleh Buku 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sudah menjadi prosudur dan 












Berdasarkan Hasil penelitian di lapangan peralihan kepemilikan atau balik 
nama yang diterbitkan Direktorat Lalu Linta Polda Sulawesi Selatan di sajikan dalam 
tabel di bawah ini
2
 : 
Tabel 1 : Jumlah Balik Nama dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor 
Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan Menurut Tahun Terbit 
No. 
Tahun Pendaftar / Peserta 
Pengambilan BPKB Balik Nama BPKB 
1. 
2011 564 115 
2. 
2012 639 213 
3. 
2013 788 225 
4. 
2014 634 198 
5. 
2015 1108   346  
Jumlah 3,733 1,097 
Sumber data : Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. 
  Berdasarkan tabel di atas, nampak dengan jelas bahwa frekuensi jumlah balik 
nama dalam BPKB di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan 
mengalami perubahan setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa setiap tahun frekuensi 
jumlah balik nama yang diterbitkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan 
terkadang mengalami perubahan kenaikan jumlah ditahun berikutnya mengalami 
perubahan penurunan jumlah. 
 Penelitian terhadap objek jaminan yang akan di balik nama dalam Buku 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 
  Pengambilan data dalam peralihan kepemilikan Bukti Kepemilikan 
Kendaraan Bermotor (BPKB), yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dengan 
                                                          




melalukan tahapan-tahapan yang di mulai dari data peralihan pemilikan Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) harus diajukan oleh kedua belah pihak 
pertama-tama oleh pihak pertama dan pihak kedua mengisi formulir permohonan. 
Contoh pihak pertama, dalam pengurusan ini karena wilayah kendaraan tersebut 
merupakan asal kendaraan maka, harus memiliki surat keterangan  fiskal antar daerah 
dikarenakan kendaraan yang awalnya berasal dari daerah tertentu akan dipindahkan 
ke daerah lain. 
Selanjutnya menunjukkan faktur serta kelengkapan lainnya. Lanjut pihak 
pertama mencamtumkan nomor register dan atas nama siapa, Merk , type, jenis 
kendaraan mobil, model, tahun pembuatan, isi silinder 4, nomor rangka, nomor 
mesin, bahan bakar Solar, warna Hijau, nomor STNK Nomor. 
Selanjutnya, dalam surat keterangan laporan tiba diberikan kepada pemilik 
kedua atas nama siapa, beralamatkan dimana, Ranmor Motor, merek/type, jenis 
kendaraan, model, tahun pembuatan, isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, bahan 
bakar Solar, warna, nomor STNK. Tertanggal tempat asal kendaraan terdaftar dari 
Polda. Melampirkan keseluruhan transaksi perjanjian jaminan serta menjelaskan 
bagaimana mereka melalukan suatu perjanjian yang dijalankan oleh kedua belah 
pihak serta menjalankan berbagai prosuder-prosuder yang telah di tetapkan dalam 
pasal 55 ayat (1). 
Dalam pelaksanaan seperti di atas tersebut kedua belah pihak melakukan 
tranksaksi pinjam-meminjam yang berdasarkan dariawal perjanjian jaminan fidusia 
dan menjadi perjanjian obligatoir dimana perjanjian obligatoir (perjanjian jual beli, 
tukar menukar atau hibah) belum mengakibatkan peralihan hak milik atas benda. 
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Perjanjian obligatoir hanya menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan benda. 
Setelah penyerahan itu dilakukan barulah hak milik atas benda beralih.  
Pada akhirnya menjadi tranksaksi perjnjian yang, dimana pihak pertama 
menjaminkan sebuah BKPB mobil muatan berat seperti data yang tertera, kemudian  
telah berbalik nama menjadi milik pihak kedua. Sesuai peraturan perjanjanjian 
sebelumnya. Mereka telah melakukan kesepakatan dimana akan melakukan balik 
nama apabila dari pihak pertama tidak menyanggupi persyaratan-persyaratan dalam 
menyelesaikan perjanjian. 
Peran aparat/oknum kepolisian dalam melakukan kerja mereka untuk 
melayani kepentingan masyarakat. Ketika dikemudian hari adanya salah satu pihak 
yang merasa dirugikan ataupun ingin membalikkannya kembali, maka dari itu aparat 
yang bertugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas kedua belah pihak, baik 









































PERMOHONAN RANMOR : 
1. LAMPIRAN FORMULIR 
CEK FISIK. 
2. FOTO COPY KTP 
3. FOTO COPY STNK 
4. FOTO COPY KWITANSI 
PEMBELIAN 
5. BPKB ASLI 
6. RESI PEMBAYARAN 

















Sumber : Direktoral Lalu Lintas Polda Sulsel. 
Sebuah certificate of ownership (BPKB)/ perjanjian atau merupakan dokumen 
yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti 
Hakim menganggap semua yang tertera dalam surat perjanjian merupakan hal yang 
sah kecuali adanya isi perjanjian yang cacat dan dapat dipertimbangkan 
kebenarannya. 
C. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Dalam Suatu Objek beralih 
Pelaksanaan perjanjian disini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan 
kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai 
tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan 
penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan 
penyerahan barang di lakukan pada saat pihak peminjam tidak sanggup melunasi 
pembayaran utang. Pembayaran dimana pihak yang melakukan pembayaran pada 
dasarnya adalah debitur yang menjadi pihak dalam perjanjian. Alat bayar yang 
digunakan pada umumnya adalah uang, tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam 
perjanjian sesuai dengan isi dalam perjanjian tersebut. 
Penyerahan barang yang dikenal juga lavering atau transfer of ownership 
adalah penyerahan barang oleh pemilik atau atas namaya kepada orang lain, sehingga 
orang lain memperoleh hak milik atas barang tersebut.  
 Syarat-syarat penyerahan barang atau lavering yaitu : 
1. Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan 
2. Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering 
digunakan yaitu teori kasusal dan teori abstrak. 
3. Dilakukan orang yang berwenang menguasai benda 
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4. Penyerahan harus nyata (fietlijk) 
 Penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian agar berkekuatan hukum yang kuat, 
pihak-pihak telah menetapkan apa-apa yang telah diperjanjikan dan telah disepakati. 
Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-katanya, sehingga tidak 
mungkin menimbulkan keraguan-keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan 
pengertian lain. Dengan kata lain tidak boleh ditafsirkan lain (Padal 1342 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata). 
 Kekuatan pembuktian surat perjanjian merupakan alat bukti tulisan dalam 
perkara perdata, merupakan alat  bukti yang utama seringkali orang dengan sengaja 
menyediakan suatu bukti yang dimungkinkan timbul permasalahan dalam hal ini 
perselisihan/persengketaan  dan lazimnya bukti yang disediakan berupa tulisan. 
 Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antar para pihak bahwa mereka 
sudah menerangkan apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. Kekuatan pembuktian 
materiil, membuktikan antara pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh 
peristiwa yang disebutkan didalam perjanjian itu telah terjadi. 
Kekuatan mengikat, membuktikan antara pihak dan pihak lain bahwa pada 
tanggal yang tersebut dalam perjanjian yang bersangkutan telah menghadap kepada 
pegawai hukum dan menerangkan apa yang ditulis dalam perjanjian tersebut. 
Hal ini berarti bila para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa 
yang tertulis dala perjanjian itu maka perjanjian itu mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sama dengan akta resmi, akan tetapi bila tanda tangan itu disangkal maka pihak 
yang mengajukan surat perjanjian itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran 
tentang penandatanganan atau isi perjanjian.
3
 
                                                          




Agar pada perjanjian melekat kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat 
formil dan materil yang mengcangkup ketentuan.
4
 
1. dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua 
pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; 
2. ditandatangangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; 
3. isi dan tandatngan diakui 
 Jika syarat tersebut diatas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 
1975 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 288 RBg, maka : 
1. nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik; 
2. nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat. 
 Kekuatan hukum kreditur yaitu suatu bukti perjanjian tertulis yang 
dinyatakan sah dan pernah dilaksanakan oleh pihak debitur sesuai dengan isi 
perjanjian, siap dihadirkan pembuktian kedua belah pihak dan dianggap kuat ketika 
akan dilakukan peralihan kepemilikan atau balik nama di kantor instansi yang 
bersangkutan 
Segala akibat hukum yang terjadi terjadi dari segala perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang 
disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah 
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 
Kepemilikan merupakan kekuasaan untuk memegang kontrol terhadap sesuatu 
yang dimiliki secara eksekutif dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hasil 
penelitian akibat hukum adanya objek jaminan akibat hukum kreditur dan sebagai 
objek pajak. 
                                                          
  
4
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika,2006),h.546. 
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a. Sebagai objek jaminan 
Akibat hukum karena objek selain alasan ekonomis praktis dan akibat hukum 
yang timbul apabila jaminan fidusia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian 
kredit, eksekusi langsung terhadap barang jaminan. kondisi barang jaminan berubah 
akibat adanya pelanggaran yang mengakibatkan pelelangan objek jaminan. 
Terhadap peralihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur yang 
jaminan fidusianya belum didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang tidak 
berlaku atas ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Jaminan Fidusia, karena 
sesuai isi Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “ Jaminan fidusia lahir pada tanggal 
yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. 
Konsekwensinya peristiwa hukum yang tidak di ikat jelas oleh hukum maka tidak 
berlaku ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan terjadinya balik nama 
dalam bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang di lakukan di suatu instansi yang 
berbadan hukum maka dengan sendirinya telah memperkuat hak atas kepemilikan 
objek jaminan tersebut. 
b. Sebagai Objek Pajak 
Pajak progresif adalah tarif pemungutan dengan presentase yang naik dengan 
semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan 
kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu.  
Pajak progresif diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda 
empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik 
dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini 
tidak berlaku untuk kendaraan dine pemerintah dan kendaraan angkutan umum. 
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Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan atau 
alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif sebesar. 
1. Kendaraan pertama 1,5% (1,5% x NJKB) 
2. Kendaraan kedua 2% (2% x NJKB) 
3. Kendaraan ketiga 2,5% (2,5% x NJKB) 
4. Kendaraan keempat dan seterusnya 4% (4% x NJKB) 
Untuk menghindari terkena pajak progreif, lakukan proses balik nama 







Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah di bahas 
oleh penulis di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses perubahan hak kepemilikan Buku Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor (BPKB) harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan 
Peraturan Kepolisian Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan 
Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pasal 1131 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata,  dilaksanakan di Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda 
Sulawesi Selatan. 
2. Perjanjian jaminan yang  objeknya akan beralih, ketika terjadi 
wanprestasi oleh pihak pertama selaku debitur, maka penguasaan atas 
objek jaminan pun akan beralih menjadi milik pihak kedua selaku 
kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
B. Impilkasi Penelitian 
Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
1. Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum guna untuk 
mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian 
dalam perjanjian jaminan serta pengembangan ilmu hukum khususnya 
hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian yang banyak terjadi di 
kalangan masyarakat. 
2. Dengan adanya suatu perjanjian yang berkekuatan hukum maka tak ada 





yang merugikan, serta menjamin hak-hak pasti yang di dapatkan dalam 
pelaksanaanya. 
3. Pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan perjanjian 
jaminan di Direktorat Lalu Lintas agar berjalan dengan cepat, dapat di 
proses dengan sesuai bukti-bukti yang kuat untuk menghadirkan bukti 
kepemilkan baru  sesuai dengan prosudur perkap No. 5 Tahun 2012 
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A. Peraturan-peraturan 
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
- Peraturan Kepolisian Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Pemindahtanganan 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor. 






 Dasar-dasar Hukum penerbitan BPKB baru. 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1993 pasal 172 s/d 2002 tentang 
Pendaftaran Kendaraan Bermotor. Peraturan Pemerintah Nom  or 31 tahun 2004 
tentang Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Polri. 
Intruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Keuangan Nomor :Ins/03/X/1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang 
Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di bawa satu atap dalam penertbitan 
Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor.  
Tanda kendaraan bermotor, tanda coba kendaraan dan pemungutan pajak 
kendaraan bermotor serta sumbangan Wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Surat 
keputusan bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Dirut PT(persero) Jasa Raharja No.Pol 
: Skep/06/X/1999 Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 
1999 tentang Tata laksana pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak 
kendaraan bermotor, bea ,Balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana 
kecelakaan lalu lintas di kantor bersama samsat, Surat keputusan kapolri No.Pol : 









 Gambar data dalam perubahan BPKB : 
Surat permohonan saudara Rudy ke Dinas Perhubungan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. Tentang penetapan status kendaraan bermotor umum 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. 
 





 Lampiran berkas kelengkapan cek fisik dan mutasi luar daerah dan daftar 
kelengkapan dokumen mutasi ranmor ke luar daerah : 
 
 










Sumber : Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel. 







 Lampiran berkas faktur kendaraan bermotor : 
 







 Lampiran berkas pendaftaran balik nama dalam BPKB 
 







 Lampiran berkas penertbitan STNK dan BPKB baru : 
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